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ABSTRAK 

DETEKSI ILUSI FISKAL PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI 

INDONESIA 

 

Oleh : 

Aris Sugiarto; Didik Susetyo; Abdul Bashir 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi adanya ilusi fiskal pada pemerintah daerah 

provinsi di seluruh Indonesia. Data panel digunakan dalam penelitian ini sebanyak 34 

provinsi dengan rentang waktu 2015-2020. Analisis regresi digunakan untuk melihat 

adanya ilusi fiskal. Variabel-variabel yang digunakan adalah belanja daerah, PDRB, 

rasio PAD yang digunakan untuk belanja daerah, rasio DAU yang digunakan untuk 

belanja daerah, jumlah penduduk dan retribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terjadi ilusi fiskal pada pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia. Terjadinya 

ilusi fiskal dapat diketahui melalui adanya variabel independen yang berkorelasi 

negatif terhadap belanja daerah dengan nilai yang signifikan. Variabel tersebut adalah 

variabel jumlah penduduk dan retribusi. 

 

Kata kunci : Ilusi Fiskal, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah 
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ABSTRACT 

FISCAL ILLUSION DETECTION ON LOCAL GOVERNMENTS IN 

INDONESIA 

 

By : 

Aris Sugiarto; Didik Susetyo; Abdul Bashir 

 

This study aims to detect the existence of fiscal illusions in the provincial government 

in Indonesia. The panel data used in this study were 34 provinces with a time span of 

2015-2020. Regression analysis is used to see the existence of fiscal illusions. The 

variables used are regional expenditure, GRDP, locally generated revenue ratio used 

for regional expenditure, general allocation fund ratio used for regional expenditure, 

population and retribution. The results of the study indicate that there is a fiscal 

illusion in the provincial government in Indonesia. The occurrence of fiscal illusions 

can be detected through the presence of independent variables that have a negative 

correlation with regional spending with a significant value. These variables are the 

population and retribution variables. 

 

Keywords: Fiscal Illusion, Regional Income, Regional Expenditure 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Desentralisasi fiskal di Indonesia semakin gencar dilakukan setelah 

dimulainya periode reformasi. Sebelumnya  sistem administrasi dan fiskal 

pemerintah dijalankan secara sentralistik atau terpusat. Kenyataannya sistem 

sentralistik yang begitu besar menimbulkan permasalahan pembangunan di 

daerah. Sistem sentralistik menjadi kurang efisien dalam proses 

pembangunan di daerah karena pemerintah pusat cenderung mengambil 

kebijakan yang sama kepada semua daerah yang sifatnya beranekaragam. 

Kebijakan tersebut juga mengabaikan potensi setiap daerah yang seharusnya 

dapat dikembangkan sesuai keunggulan setiap daerah.  

Lemahnya sistem pemerintahan sentralistik secara nyata ditunjukkan 

pada peristiwa krisis ekonomi tahun 1997 dan pengaruhnya terhadap 

peningkatan pembangunan negara berkembang di dunia. Hal tersebut 

menjadi dasar  banyak negara di dunia untuk mendevolusikan kekuasaan 

kepada sub-pemerintahannya atau disebut desentralisasi.  Lebih dari 80 

persen dari tujuh puluh lima negara berkembang telah menjalankan 

beberapa desentralisasi otoritas pada awal milenium. Gambaran yang 

hampir sama terjadi di negara maju, indeks kewenangan daerah yang 

dihitung oleh Hooghe et al (2010) untuk 42 negara demokrasi dan semi-
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demokrasi mengungkapkan bahwa 70 persen negara telah melakukan 

desentralisasi sejak tahun 1950. Beralihnya negara-negara berkembang ke 

berbagai bentuk desentralisasi fiskal merupakan salah satu cara yang 

mungkin untuk melepaskan diri dari jebakan pemerintahan yang tidak 

efektif serta ketidakstabilan ekonomi makro (Bird, 2016). 

Fenomena desentralisasi yang terjadi di atas menjadi dasar terciptanya 

keseimbangan pemerintah pusat dan daerah di berbagai negara termasuk 

Indonesia.  Beberapa penelitian terdahulu di Indonesia telah menyebutkan 

bahwa peningkatan pembangunan nasional belum sepenuhnya dirasakan 

semua wilayah. Pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu 

indikator pembangunan menjadi sangat terpusat.  Implikasi dari hal tersebut 

menyebabkan ketidakpuasan pembangunan di daerah yang seharusnya 

berkembang dengan berasaskan keadilan sesuai Undang-Undang. 

Ketidakpuasan tersebut timbul akibat pengendalian pemerintah pusat 

terhadap penghasilan dari sumber daya alam di daerah serta kurang 

sensitifnya pemerintah terhadap perbedaan antar daerah. 

Adanya ketidakpuasan tersebut menjadi landasan perubahan sistem 

pemerintahan Indonesia yang semula memiliki sistem sentralistik berubah 

kearah pemerintahan yang desentralistik (Simandjuntak, 2015). Adapun 

yang dimaksud sistem pemerintahan yang desentralistik yaitu bentuk  sistem 

dalam pemerintahan dengan lebih mengutamakan fungsi daerah guna 

melaksanakan pembangunan daerahnya sendiri.  Sistem desentralistik ini 

menjadi populer seiring semakin terlihatnya kelemahan-kelemahan dalam 
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pelaksanaan sistem sentralistik. Sistem ini menggerakkan arah  

pembangunan di Indonesia dengan menempatkan peran pemerintah daerah 

sebagai tokoh utama, sehingga daerah secara langsung berperan lebih besar 

dalam meningkatkan pembangunan di wilayahnya sendiri. Peran yang besar 

tersebut didukung oleh pemanfaatan keuangan dan kekayaan alam yang 

lebih besar pengeolahannya oleh pemerintah daerah dibanding pemerintah 

pusat. Asumsi dasarnya terlihat dimana masalah yang dihadapi suatu 

komunitas di dalam wilayah tertentu dianggap lebih dipahami pemerintah 

daerah. Alasan tersebut menjadi dasar perlunya mengatasi masalah 

pembangunan ekonomi dan sosial melalui pelaksanaan desentralisasi 

(Hidayat, 2008). 

Pelaksanaan sistem desentralisasi sejatinya memerlukan sebuah 

kebijakan berupa perimbangan keuangan yang dilakukan oleh pusat 

terhadap daerah. Terhitung pada tahun 2000 telah diberlakukan Undang-

Undang No. 22 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan 

pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut 

asas desentralisasi. Kebijakan yang diambil ini memiliki implikasi langsung 

melalui pendanaan pemerintah daerah yang semakin meningkat sehingga 

daerah dapat melaksanakan pembangunannya dengan maksimal. Pemerintah 

pusat membantu pemerintah daerah membiayai pembangunan dan 

mengurangi kesenjangan keuangan baik antara pusat dengan daerah 

(vertikal) maupun satu daerah dengan daerah lain (horizontal). Alasan itu 

mendasari pemerintah pusat membuat peraturan otonomi daerah yang 
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dituangkan melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengenai 

diberlakukannya perimbangan keuangan dengan dibentuknya dana 

perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi 

Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).  Undang-Undang tersebut 

menjadi wujud nyata pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia.  

Beberapa alasan positif yang menjadi dasar dijalankannya otonomi 

daerah menurut Syarief dalam (Sjafrizal, 2018). Pertama, guna 

meningkatkan partisipasi politik di tingkat daerah. Kedua, meningkatkan 

kemampuan pemerintah daerah dalam menangkap aspirasi di daerah. 

Ketiga, meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap masalah 

sosial ekonomi yang terjadi di daerah. Unsur ini menjadi sangat penting 

dalam keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan daerah. Dalam 

pelaksanaannya, otonomi daerah di Indonesia hingga kini berjalan cukup 

lama. Berkaitan dengan itu Halim, (2001) menuliskan dalam bukunya 

bahwa suatu daerah dikatakan sudah mampu menyelenggarakan otonomi 

dan desentralisasi jika: 

1. Kemampuan keuangan daerah yang dalam hal ini seharusnya daerah 

telah mampu menggali sumber pendapatan daerahnya, serta 

berwenang dalam pengelolaan. Pernyataan tersebut berarti suatu 

daerah diwajibkan dapat mengelola keuangan baik dari segi 

penerimaan maupun pengeluaran. penerimaan yang diperoleh dari 

pendapatan daerah tersebut selanjutnya dialokasikan sebagai 

pengeluaran yang dapat dilihat dari porsi belanja daerahnya. 
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2. Meminimalkan tingkat ketergantungan dana dari pemerintah pusat. 

Hal ini perlu dilakukan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat 

menjadi prioritas utama sumber pendapatan dibanding pendapatan 

transfer. dengan begitu pemerintah daerah memiliki andil yang 

semakin besar dalam mengelola keuangan.  

 Kebijakan perimbangan keuangan yang dijalankan antara pusat dan 

daerah seharusnya sudah di posisi matang yang dapat dilihat dari 

kemampuan keuangan daerah melalui proporsi pendapatannya. Namun 

tekanan dalam pengumpulan PAD terletak pada tingginya ketergantungan 

keuangan daerah.  

 

Sumber: Portal data (DJPK Kementerian Keuangan, 2020) 

Gambar 1.1  Perkembangan Penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi 

di Indonesia (Juta Rupiah) 

 

Peningkatan PAD seharusnya dapat dioptimalkan dengan adanya 

transfer melalui dana perimbangan yang didapat pemerintah daerah dan 

kemudian sebagian besar dimanfaatkan dalam peningkatan belanja 

pemerintah daerah. Kenyataan lain menunjukkan bahwa peningkatan 
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penerimaan dana perimbangan belum begitu berkontribusi besar terhadap 

peningkatan PAD.  

Berdasarkan Gambar 1, setiap tahunnya penerimaan PAD mengalami 

perkembangan yang fluktuatif terutama pada kurun waktu tahun 2016 

sampai 2020. Penerimaan ini belum sepenuhnya berbanding lurus dengan 

jumlah penerimaan dana perimbangan  yang meningkat begitu cepat. Dana  

perimbangan meningkat sangat signifikan pada tahun 2016, namun 

penerimaan PAD provinsi di Indonesia hanya meningkat sedikit meskipun 

didorong oleh pendapatan dana transfer tersebut. Tahun 2017 penerimaan 

dana perimbangan setara dengan penerimaan PAD provinsi di Indonesia 

yang seharusnya dengan dana perimbangan sebesar itu dapat meningkatkan 

grafik penerimaan PAD provinsi di Indonesia menjadi lebih baik. Berbeda 

dengan sebelumnya, peningkatan dana perimbangan di tahun 2020 tidak 

berkontribusi terhadap kondisi pendapatan asli yang justru mengalami 

penurunan. 

Pemberian dana perimbangan  oleh pemerintah pusat selama ini terus 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Adanya dana transfer diharapkan 

mampu meningkatkan PAD yang dapat direalisasikan melalui belanja 

daerah, namun data rasio dari PAD dan DAU yang digunakan untuk belanja 

daerah tahun 2015-2020 menunjukkan tren penurunan. meskipun demikian 

proporsi rasio dari DAU yang digunakan untuk belanja daerah jauh lebih 

besar setiap tahunnya. 
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Sumber : Portal data (DJPK Kementerian Keuangan, 2020) 

Gambar 1.2 Rasio PAD dan DAU yang Digunakan Untuk Belanja 

Daerah Provinsi di Indonesia (Persen) 

 

Rasio PAD yang digunakan untuk belanja pemerintah provinsi di 

Indonesia masih tergolong rendah di bawah 25 persen setiap tahunnya. Data 

enam tahun terakhir menunjukkan rasio ini belum mampu berkembang ke 

arah yang lebih baik. Berbeda dengan rasio DAU yang digunakan untuk 

belanja daerah yang menunjukkan penurunan setiap tahunnya. Kenyataan 

tersebut mengartikan bahwa pemerintah provinsi di Indonesia dalam enam 

tahun terakhir terus berusaha melepas ketergantungan dana transfer untuk 

belanja pembangunan di daerahnya. Namun meskipun mengalami 

penurunan, rasio DAU yang digunakan untuk belanja daerah masih lebih 

tinggi dibanding rasio PAD yang digunakan untuk belanja daerah. 

Peningkatan belanja daerah guna membiayai pembangunan juga 

didukung oleh penerimaan PDRB. Semakin meningkatnya penerimaan 

PDRB suatu daerah, semakin meningkat pula   penerimaan di daerah secara 

lebih optimal (Sasana, 2011). Melalui penerimaan daerah yang semakin 
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meningkat baik PAD maupun dari dana transfer pemerintah pusat dapat 

dimanfaatkan dalam upaya pembiayaan program-program pembangunan di 

daerah. Oleh sebab itu terdapat hubungan yang searah antara belanja daerah 

dengan   PDRB. Hal tersebut pernah diteliti oleh Gorahe et al., (2014) yang 

menyebutkan bahwa bahwa belanja daerah dipengaruhi secara signifikan 

oleh PDRB. Semakin meningkatnya penerimaan PDRB di daerah, akan 

semakin meningkatkan potensi sumber penerimaan di daerah tersebut.  

Besarnya pengeluaran belanja daerah secara langsung juga 

dipengaruhi oleh banyaknya jumlah penduduk di suatu wilayah. menurut 

Badan Pusat Statistik, penduduk adalah semua orang yang bertempat tinggal 

di suatu wilayah dalam kurun waktu 6 bulan atau seseorang yang berpindah 

ke suatu tempat kurang dari enam bulan tetapi berencana menetap di 

wilayah tersebut. Jumlah penduduk ternyata berpengaruh terhadap belanja 

daerah. Sasana, (2011) menyebutkan bahwa dengan semakin tinggi jumlah 

penduduk akan berpengaruh terhadap peningkatan barang publik berupa 

sarana dan prasarana umum yang semakin banyak diperlukan, baik dilihat 

dari aspek jumlah ataupun kualitas. Hasil selaras didapatkan Liando, (2017) 

yang menyatakan bahwa semakin meningkatnya jumlah penduduk 

diperlukan pula biaya atau anggaran yang tinggi yang direpresentasikan oleh 

belanja daerah.  

Retribusi daerah sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) menjadi sangat penting untuk terus dikembangkan. Namun 
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dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan retribusi secara keseluruhan di 

tingkat provinsi di Indonesia menunjukkan tren menurun. 

 

Sumber : portal data (djpk kemenkeu, 2020) 

Gambar 1.3 Penerimaan Retribusi Daerah Provinsi di Indonesia (Juta 

Rupiah) 

 

Penerimaan retribusi daerah di tingkat provinsi seperti dilihat pada 

Gambar di atas menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2015 penerimaan 

mencapai 10 Triliun Rupiah, akan tetapi  penerimaan tersebut masih yang 

tertinggi dibanding tahun 2020 yang hanya mencapai 8,4 Triliun Rupiah. 

Kondisi ini seakan menunjukkan kurangnya usaha pemerintah daerah untuk 

meningkatkan pendapatan asli di daerahnya melalui retribusi. 

Tabel 1.1 Pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi  di Indonesia Tahun 

2015-2020 (persen) 

Tahun Belanja Daerah Persentase 

2015 250.122.383 - 

2016 263.828.374 5,48% 

2017 320.240.124 21,38% 

2018 326.386.384 1,92% 

2019 355.681.654 8,98% 

2020 335.624.772 -5,64% 

Sumber: DJPK Kemenkeu, 2020 

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

(J
u

ta
 R

u
p

ia
h

)

Retribusi Daerah



 

10 
 

Perkembangan belanja daerah provinsi dari tahun ke tahun mengalami 

perkembangan secara nominal, kecuali tahun  2020 terjadi penurunan yang 

cukup besar. Tahun  2015 belanja daerah adalah 250 Triliun Rupiah 

kemudian menjadi 335 Triliun Rupiah pada tahun 2020. Peningkatan 

terbesar terjadi pada tahun  2016 sebesar 21,38 persen, Sayangnya 

pengeluaran mengalami tren yang fluktuatif meskipun jumlah nominalnya 

meningkat. Sedangkan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2020 sebesar -

5,64 persen.   

Seiring dengan berjalannya waktu, tingkat kemandirian daerah belum 

memperlihatkan kemajuan yang berarti bahkan cenderung menurun.  

Berdasarkan rasio kemandirian daerah menurut provinsi di Indonesia pada 

tahun 2015-2020 masih di bawah 50 persen dan dikategorikan rendah.  

Tabel 1.2 Rasio Kemandirian Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 

2015-2020 (persen) 

Tahun PAD 
Dana Transfer Rasio 

Keterangan 
Transfer Kemandirian 

2015 215.376.546 485.276.827 44% Rendah 

2016 229.340.355 627.115.975 37% Rendah 

2017 274.032.670 638.976.079 43% Rendah 

2018 272.981.059 663.249.196 41% Rendah 

2019 293.659.554 697.953.796 42% Rendah 

2020 263.964.640 752.155.850 35% Rendah 

Rata-rata 40% Rendah 

Sumber: DJPK Kemenkeu,2020 (data diolah) 

 

Kondisi persentasenya dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan 

tren fluktuatif. Tahun 2020 menjadi tahun dengan persentase tingkat 

kemandirian provinsi terendah dengan besaran 35 persen. Hal tersebut 
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terjadi akibat dari kontribusi PAD terhadap total pendapatan yang masih 

kecil dibandingkan dengan porsi pendapatan yang bersumber dari bantuan 

pemerintah pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi di 

Indonesia masih memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi 

terhadap pemerintah pusat serta belum tergolong mampu mencukupi 

kebutuhan daerah sendiri. 

Melihat beberapa tren data yang disajikan dengan meningkatnya 

pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah kenyataanya 

belum begitu berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan PAD 

melalui belanja daerah. Pemerintah daerah justru lebih menggantungkan diri 

terhadap dana transfer tersebut. kenyataan ini mengindikasikan bahwa 

daerah belum sepenuhnya menggali potensi pendapatan asli di daerahnya. 

Belanja daerah dapat dijadikan sebagai tolak ukur peningkatan pendapatan 

daerah, oleh sebab itu perlunya alokasi belanja pemerintah daerah yang 

lebih optimal. 

Penelitian Pratami, (2017) menemukan bahwa adanya transfer berupa 

transfer pemerintah pusat masih hanya dimanfaatkan sebagai substitusi 

penerimaan pemerintah daerah dengan mengabaikan sumber asli daerah di 

wilayah penelitiannya. Penelitian serupa didapati oleh Yusuf et al., (2021) 

Ilusi fiskal dapat dibuktikan terjadi pada pengeluaran pemerintah kabupaten 

di Jawa Timur. Munculnya ilusi fiskal menandakan bahwa pemerintah 

daerah kabupaten di Jawa Timur belum mengalokasikan pendapatannya 
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secara efisien. Daerah kurang serius dalam mengoptimalkan pendapatan 

aslinya dengan lebih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat.  

Adi et al, (2006) menegaskan bahwa ketika pemerintah daerah 

mendapatkan dana transfer dari pemerintah pusat, guna membiayai 

pendanaan belanja daerah, muncul sebuah pendapat mengenai pengeluaran 

yang dilakukan pemerintah daerah dalam merespon pendapatan dana 

transfer tersebut secara asimetris. Pengeluaran dari dana transfer sangat 

menguntungkan penerimaan pemerintah daerah, namun di lain hal anggaran 

pendapatan juga menurun dapat diidentifikasikan terjadi tindakan asimetris 

tersebut. Pemerintah daerah justru lebih memanfaatkan dana perimbangan 

untuk sumber pendapatan  utama pendapatan daerah dibanding lebih 

mengusahakan penggalian PAD sebagai basis unggulan penerimaan daerah. 

Pemberian dana transfer ke daerah yang tidak sejalan dengan 

penerimaan daerah tersebut dapat diindikasikan adanya ilusi fiskal (fiscal 

illusion). Penerimaan pemerintah seharusnya dapat mendasari peningkatan 

pengeluaran pemerintah itu sendiri. Kondisi tersebut kemudian menjadi 

menguntungkan penerimaan pemerintah melalui peningkatan pendapatan 

asli di kemudian hari (Worthington et al., 1996). Jika berlaku demikian, 

terjadi pola hubungan searah berupa peningkatan penerimaan terhadap 

peningkatan pengeluaran. Jika terjadi hubungan yang tidak searah disebut 

dengan ilusi fiskal, yang mana pemerintah daerah cenderung memanfaatkan 

dana transfer dari pemerintah pusat secara asimetris dalam pemanfaatannya 

guna meningkatkan pendapatan. 
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Indikasi adanya tindakan asimetris yang dilakukan pemerintah daerah 

yang dalam hal ini pengelolaan dana perimbangan yang diterima dari 

pemerintah pusat merupakan suatu indikasi yang perlu dibuktikan secara 

empiris. Kinerja pemerintahan daerah dengan terjadi atau tidaknya ilusi 

fiskal menjadi hal menarik untuk diteliti lebih dalam. Hal ini perlu dilihat 

karena pentingnya meningkatkan pendapatan asli melalui dana perimbangan 

sesuai asas otonomi daerah. Alasan tersebut menjadi dasar  penelitian untuk 

mendeteksi ilusi fiskal di lingkup pemerintahan daerah provinsi di 

Indonesia. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu:  

Bagaimana pengaruh PDRB, Rasio dari PAD yang digunakan untuk 

Belanja Daerah, Rasio dari DAU yang digunakan untuk Belanja Daerah, 

Jumlah Penduduk dan Retribusi terhadap Belanja Daerah. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Menganalisis adanya pengaruh PDRB, Rasio dari PAD yang 

digunakan untuk Belanja Daerah, Rasio dari DAU yang digunakan untuk 

Belanja Daerah, Jumlah Penduduk, dan Retribusi terhadap Belanja Daerah. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan melihat rumusan masalah dan tujuan, dapat ditentukan manfaat 

dalam penelitian ini antara lain: 

1.4.1 Manfaat Akademis 

a. Memberikan  sumbangan  ilmiah  terhadap  perkembangan  ilmu  

ekonomi keuangan publik  khususnya  yang  berkaitan  dengan  kajian  

mengenai  kajian deteksi ilusi fiskal. 

b. Memberikan gambaran bagaimana dana transfer, pendapatan asli dan 

penduduk mempengaruhi kinerja keuangan daerah yang dapat 

dijadikan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Serta 

menjadi referensi dan dasar bagi penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Menjadi hasil penelitian ini sebagai alat pertimbangan bagi daerah 

supaya pengambilan sikap pelaksanaan otonomi daerah dengan lebih 

meningkatkan pendapatan asli daerahnya terutama melalui aspek 

pemberian dana perimbangan dari pemerintah pusat.  
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